
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR     15     TAHUN 2005 

TENTANG 

JALAN TOL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, 

Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 

53, dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol;  

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JALAN TOL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

  1. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas 

umum. 

  2. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem 

jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya 

diwajibkan membayar tol. 

3. Jalan ... 
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  3. Jalan penghubung adalah jalan yang menghubungkan jalan tol 

dengan jalan umum yang ada. 

  4. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT  adalah 

badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan 

bertanggung jawab kepada Menteri. 

 5. Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan 

Usaha, adalah badan hukum yang bergerak di bidang 

pengusahaan jalan tol. 

 6. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk 

penggunaan jalan tol. 

 7. Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan 

kendaraan bermotor  dengan membayar tol. 

 8. Ruas jalan tol adalah bagian atau penggal dari jalan tol tertentu 

yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu. 

 9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

 10. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di 

bidang jalan.   

BAB II 

PENYELENGGARAAN JALAN TOL 

Bagian Pertama 

Maksud, Tujuan, dan Lingkup 

Pasal 2 

(1)  Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan 

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan 

dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, 

yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya 

berasal dari pengguna jalan. 

(2) Penyelenggaraan ... 
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(2)  Penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi 

pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan 

pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi 

tingkat perkembangannya. 

(3) Lingkup Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan 

penyelenggaraan jalan tol, BPJT, serta hak dan kewajiban Badan 

Usaha dan pengguna jalan tol. 

 

Bagian Kedua 

Wewenang 

Pasal 3 

(1) Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah. 

(2)  Wewenang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan. 

(3) Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol 

yang berkaitan dengan pengaturan, pengusahaan, dan 

pengawasan badan usaha dilaksanakan oleh BPJT. 

  

Bagian Ketiga  

Syarat Umum 

Pasal 4 

(1) Jalan tol merupakan lintas alternatif dari ruas jalan umum yang 

ada. 

(2) Jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif apabila pada 

kawasan yang bersangkutan belum ada jalan umum dan 

diperlukan untuk mengembangkan suatu kawasan tertentu. 

(3) Ruas jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya mempunyai fungsi arteri atau kolektor. 

 

(4) Dalam ... 
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(5) Dalam hal jalan tol bukan merupakan lintas alternatif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), jalan tol hanya dapat dihubungkan ke 

dalam jaringan jalan umum pada ruas yang sekurang-kurangnya 

mempunyai fungsi kolektor. 

 

Bagian Keempat 

Syarat Teknis 

Pasal 5 

 (1) Jalan tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan 

kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan 

dapat melayani arus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi. 

 (2) Jalan tol yang digunakan untuk lalu lintas antarkota didesain 

berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) 

kilometer per jam, dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan 

didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam 

puluh) kilometer per jam. 

 (3) Jalan tol didesain untuk mampu menahan muatan sumbu terberat 

(MST) paling rendah 8 (delapan) ton.  

 (4) Setiap ruas jalan tol harus dilakukan pemagaran, dan dilengkapi 

dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau 

terowongan. 

 (5) Pada tempat-tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan 

tol, harus diberi bangunan pengaman yang mempunyai kekuatan 

dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan. 

 (6) Setiap jalan tol wajib dilengkapi dengan aturan perintah dan 

larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, 

dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas. 

 (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. 

 

(8) Ketentuan ... 
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 (8) Ketentuan persyaratan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut 

dengan peraturan  Menteri. 

Pasal 6 

 (1) Jalan tol harus mempunyai spesifikasi: 

  a. tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau 

dengan prasarana transportasi lainnya; 

  b. jumlah jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari jalan tol 

dibatasi secara efisien dan semua jalan masuk dan jalan keluar 

harus terkendali secara penuh; 

  c. jarak antarsimpang susun, paling rendah 5 (lima)  kilometer 

untuk jalan tol luar perkotaan dan paling rendah 2 (dua) 

kilometer untuk jalan tol dalam perkotaan;  

d. jumlah lajur sekurang-kurangnya dua lajur per arah; 

e. menggunakan pemisah tengah atau median; dan  

f. lebar bahu jalan sebelah luar harus dapat dipergunakan sebagai 

jalur lalu-lintas sementara dalam keadaan darurat. 

 (2) Ketentuan mengenai spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur lebih lanjut dengan peraturan  Menteri. 

 

Pasal  7 

(1) Pada setiap jalan tol harus tersedia sarana komunikasi, sarana 

deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan 

dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya 

pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan 

keamanan lainnya.  

(2) Pada jalan tol antarkota harus tersedia tempat istirahat dan 

pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol.  

(3) Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2),  disediakan paling sedikit  satu untuk setiap jarak 50 (lima 

puluh) kilometer pada  setiap jurusan. 

(4) Setiap ... 

 


